BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5240);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6279);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan :

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berupa laporan keuangan
yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
. Neraca;

C
d. Laporan Operasional;

@

Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.



(2 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan dan laporan kinerja
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.121.386.179.225,00
b. Belanja Rp 2.092.032.552.152,00
Surplus/(Defisit) Rp 29.353.627.073,00
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 197.608.653.259,00
2. Pengeluaran Rp 49.200.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 148.408.653.259,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) Rp 177.762.280.332,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp25.732.575.225,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan Rp 2.095.653.604.000,00
2. Realisasi Rp 2.121.386.179.225,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 25.732.575.225,00

b. Selisih  anggaran  dengan  realisasi belanja  sejumlah
(Rp151.868.004.848,00), dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja
setelah perubahan Rp 2.243.900.557.000,00
2. Realisasi Rp  2.092.032.552.152,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 151.868.004.848,00)



Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rpl77.600.580.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Defisit setelah (Rp 148.246.953.000,00)
perubahan

2. Realisasi Rp 29.353.627.073,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 177.600.580.073,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rpl61.700.259,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 197.446.953.000,00
2. Realisasi Rp 197.608.653.259,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 161.700.259,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp 49.200.000.000,00
Realisasi Rp 49.200.000.000,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp161.700.259,00, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pembiayaan
Netto setelah perubahan Rp 148.246.953.000,00
Realisasi Rp  148.408.653.259,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 161.700.259,00



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2020 sebagai
berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp  197.446.953.259,00
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Beijalan Rp 197.446.953.259.00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 177.762.280.332.00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 177.762.280.332.00
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 4.422.303.404.841,81

b. Jumlah Kewajiban Rp 59.694.366.841,85

c. Jumlah Ekuitas Rp 4.362.609.037.999,96
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO Rp 2.067.568.511.742,59
b. Beban Rp 1.957.526.749.451,95
c. Surplus/(defisit) dari kegiatan

operasional Rp 110.041.762.290,63
d. Surplus/(defisit) dari kegiatan

non operasional Rp (1.673.026.222,48)
e. Surplus/(defisit) dari pos luar

biasa Rp (274.105.450,00)

f. Surplus/(defisit) - LO Rp 108.094.630.618,16



Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 3.399.455.968.693,98
b. Surplus defisit-LO Rp 108.094.630.618,16
c. Koreksi Piutang (Rp 23.287.921,00)
d. Koreksi Aset Tetap Rp 862.804.085.687,00
e. Koreksi Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap (Rp 7.105.478.436,00)
f.  Koreksi Aset Lainnya (Rp 572.991.890,18)
g Koreksi Kewajiban Jangka

Pendek (Rp 5.196.866,00)
h. Koreksi Ekuitas Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya (Rp 38.691.886,00)
i. Ekuitas Akhir Rp 4.362.609.037.999,96

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f,  untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per

1Januari tahun 2020 Rp 197.446.953.259,00
b. Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi Rp 177.885.778.969,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi Aset Non-Keuangan (Rp 148.532.151.896,00)

d. Arus Kas Bersih dari (Rp 49.038.300.000,00)

Aktivitas Pembiayaan
e. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 213.000,00

f. Saldo Kas Akhir
per 31 Desember 2020 Rp 177.762.493.332,00



Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum
secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Lampiran 1.2 . Rincian  Laporan  Realisasi  Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran 1.3 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

b. Lampiran Il : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran Il . Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. LampiranV Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

G Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;



I Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

J. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

I Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

m. Lampiran XIll Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

g. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r.  Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali  Dalam  Tahun
Anggaran Berikutnya.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran XX : lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

b. Lampiran XXI : Laporan Kinerja Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-84/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagiaf Hukum

tl seTDIT

W

ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750 11 1*99903 1 009



